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ABSTRAK 

 

 

Risqatul Aulia. 105 261 1054 19. Peran Pengadilan Agama Terhadap 

Perlindungan Istri dan Anak Dalam Nikah Siri Perspektif Fikih Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam di Sungguminasa Gowa. Program Studi Ahwal 

Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakutas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah  Makassar. Dibimbing oleh, Nur Asia Hamzah dan Mukhlis 

Bakri. 

Penelitian ini berbicara tentang masalah nikah, yaitu perlindungan nikah 

siri dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan peran 

Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak dalam nikah siri di 

Sungguminasa Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

bentuk perlindungan istri dan anak dalam nikah siri perspektif fikih Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama 

terhadap perlindungan  istri  dan anak dalam nikah siri di Sungguminasa Gowa.  

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif 

dengan tipe penelitian lapangan (Field reseach) yang berlokasi di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Gowa dengan waktu penelitian selama dua bulan. Adapun 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang 

terjadi di lapangan.  

Hasil dari penelitian ini adalah pertama: bentuk perlindungan terhadap istri 

dan anak dalam kasus nikah siri perspektif fikih Islam adalah tetap mendapatkan 

haknya sebagaimana yang didapatkan oleh istri yang menikah secara resmi. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki wewenang untuk melindungi 

hak-hak pelaku nikah siri karena pernikahannya tidak tercatat. Oleh karenanya, 

Kompilasi Hukum Islam memberi solusi bagi pelaku nikah siri untuk melakukan 

isbat nikah atau mengesahkan pernikahannya secara administrasi. Kedua: peran 

Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak 

dalam nikah siri setelah melakukan pencatatan nikah, isbat nikah dan 

pengembalian hak. 

 

 

Kata Kunci: Peran, Perlindungan, Nikah, Siri.  
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ABSTRACT 

 

 

Risqatul Aulia. 105 261 1054 19. The Role of Religious Courts in the 

Protection of Wives and Children in Marriage Siri Perspective of Islamic 

Jurisprudence and Compilation of Islamic Law in Sungguminasa Gowa. Ahwal 

Syakhshiyah Study Program (Family Law), Faculty of Islamic Religion, 

Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by, Nur Asia Hamzah and 

Mukhlis Bakri. 

This study discusses the issue of marriage, namely the protection of 

unregistered marriages in the perspective of Islamic jurisprudence and the 

Compilation of Islamic Law and the role of the Religious Courts in the protection 

of wives and children in unregistered marriages in Sungguminasa Gowa. This 

study aims to find out how the protection of wives and children in unregistered 

marriages from the perspective of Islamic jurisprudence and the Compilation of 

Islamic Law and to find out the role of the Religious Courts in protecting wives 

and children in unregistered marriages in Sungguminasa Gowa. 

In writing this study using a qualitative descriptive method with a type of 

field research (Field research) located at the Sungguminasa Gowa Religious Court 

with a research time of two months. The techniques used in this study are 

observation, interviews, documentation and data analysis which are intended to 

determine the reality that occurs in the field. 

The results of this study are first: the form of protection for wives and 

children in cases of unregistered marriage from the perspective of Islamic 

jurisprudence is to continue to receive their rights as those obtained by legally 

married wives. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law does not have the 

authority to protect the rights of unregistered marriage actors because their 

marriages are not registered. Therefore, the Compilation of Islamic Law provides 

a solution for the perpetrators of unregistered marriages to perform marriage 

constituencies or to legalize their marriage administratively. Second: the role of 

the Religious Courts in providing protection for the rights of wives and children in 

unregistered marriages after registering marriages, consecrating marriages and 

returning rights. 

 

 

Keywords: Role, Protection, Marriage, Siri, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan dalam Islam merupakan hal yang sakral, karena pernikahan 

adalah sebuah ikatan yang suci dan agung disisi Allah SWT. Manusia 

dipersatukan dalam ikatan yang sah dan diridhoi Allah. Pernikahan bukanlah 

sekedar pemenuh kebutuhan biologis semata, akan tetapi pernikahan merupakan 

jalan mulia yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Pernikahan 

yaitu untuk membangun rumah tangga bahagia, harmonis, tentram dan sakinah.
1
 

Allah SWT berfirman QS. Al-Nisa/4: 21. 

 أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾وكَيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ ﴿

Terjemahnya : 

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah 

mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
2
 

Dalam hal ini Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi dan para ulama lainnya 

berkata: “Yang dimaksud dengan bergaul (bercampur) di dalam ayat tersebut 

adalah jimak (berhubungan intim atau bersetubuh).” Sufyan Ast-Tsauri 

berkatadari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdullah bin Abbas, tentang firman Allah 

                                                           
1
Andi Hakim Nasution, Membina Keluarga Bahagia (Jakarta : PT.Pustaka Antara,1996), 

h.28. 
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-qur’an, 2019), h. 109. 
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SWT “Yaitu mempertahankannya dengan makruf atau melepaskannya dengan 

ihsan”.
3
 

Dari Ayat ini menegaskan bahwa seorang istri sebelum adanya akad nikah 

adalah haram bagi suaminya, dan tidaklah akad nikah itu bisa dilaksanakan 

kecuali dengan adanya mahar yang diberikan suami kepadanya. Apabila seorang 

suami telah bercampur dengan istrinya, menggaulinya dan menyentuhnya maka 

tidak boleh baginya untuk mengambil kembali mahar yang telah dia berikan 

kepada istrinya. Jika seorang suami mengambil kembali mahar tersebut maka itu 

adalah kezhaliman dan kewenang-wenangan yang paling besar, karena Allah telah 

mengambil perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan perintah 

untuk memenuhi hak-hak istrinya.
4
 

 Pernikahan merupakan pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang 

wanita dalam waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa 

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak 

hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua dari 

kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka 

masing-masing.
5
 

                                                           
3
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh,Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir, 

Terj. M. Abdul Ghoffar, Tafsir  

Ibnu Katsir, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), h. 355-357. 
4
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al- 

mannan, Terj. Muhammd Iqbal, dkk, Tafsir Al-Qur’an, Jilid II(Jakarta, Darul haq, 2020), h. 48-49. 

 
5
Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:  PT. Intermasa, 1994), h. 231. 
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 Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 

 Pernikahan merupakan awal lahirnya peradaban manusia yang berniat 

melanjutkan peran dan fungsinya dalam sejarah kehidupannya. Tanpa pernikahan, 

sejarah kemanusiaan akan musnah. Tidak akan ada perkembangbiakan manusia, 

semuanya akan hancur. Demikian pula dengan peradaban manusia, menjadi tidak 

berarti jika manusianya telah lenyap dari muka bumi. Pernikahan merupakan 

kelanjutan estapeta kehidupan manusia yang mengikuti arus perubahan situasi dan 

kondisi. Satu hal yang berharga dari pernikahan adalah adanya kenyatan bahwa 

setiap manusia memiliki hak untuk bertahan hidup dan kebebasan untuk 

menciptakan sejarah panjang kehidupannya.
7
 

 Pernikahan biasanya diadakan secara terang-terangan dan diketahui oleh 

banyak orang serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi ada 

sebagian orang yang mengadakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau 

yang dikenal di Negara kita sebagai nikah siri atau sering disebut dengan nikah 

modin, atau nikah menurut agama. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak 

dicatat menurut hukum yang berlaku. Menurut Hukum Pernikahan yang berlaku 

di Indonesia (UU No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), dalam pasal 5 ayat (1) 

disebutkan untuk menjamin ketertiban perkawinan  bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. Kemudian pada pasal 6 ayat (2) disebutkan perkawinan 

                                                           
6
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VIII; Bandung: Permata 

press, 2020),  h. 74. 
7
Boedi Abdullah, Ahamd Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim (Cet. I; 

Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 97. 
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yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 

kekuatan Hukum.
8
 

 Pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 

beragama Islam, atau oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragam selain Islam. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa nikah yang dilakukan secara siri adalah tidak 

mempunyai akibat hukum. Artinya, seseorang tidak bisa menuntut secara hukum 

di Pengadilan.
9
 

 Istilah sirru berasal dari bahasa Arab alladzi yuktamu yang berarti apa 

yang disembunyikan dan jamak dari kata sirru adalah asrar atau assariratu.
10

 

Nikah siri menurut arti katanya ialah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi atau rahasia. 

 Nikah siri menjadi perdebatan hangat karna sangat berbeda dengan nikah 

resmi pada umumnya. Apabila ditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum positif 

nasional, pernikahan model ini menjadi perdebatan kompleks, dilematis, dan juga 

bersifat problematis. Oleh karena itu, fenomena nikah siri memberikan kesan yang 

menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend 

yang tidak hanya dilakukan oleh sekelas pemangku jabatan tetapi juga oleh 

masyarakat dengan taraf ekonomi yang relatif pas-pasan.
11

 

 Nikah siri telah dikenal pada zaman sahabat, istilah itu berasal dari ucapan 

Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu pada saat memberitahu bahwa telah terjadi 

                                                           
8
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 2-3. 

9
Ahmad Saifullah, dkk, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga (Cet. I; Yogyakarta: 

UII Press, 2005), h. 44. 
10

Abu an-Nasr Ismail bin nasir bin Muhammad, As-Shihhah (Cet. I; Al-Qohirah: Dar 

Afaq Arabiyah, 2017), h. 626. 
11

Happy Susanto, Nikah Siri apa untungnya? (Cet. I; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 

h. 20. 
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pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan 

seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab 

Radiyallahu Anhu menyatakan: “ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan 

sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”. Larangan nikah 

siri tidak hanya disampaikan oleh Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu, ulama-

ulama besar selanjutnya seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i berpendapat 

bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di fasakh (batal) dan 

pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam.
12

 

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun1975 sebagai peraturan 

pelaksanaanya. Menurut Undang-Undang ini perkawinan dapat dikatakan sah 

apabila dilaksanakan menurut hukum, agama dan kepercayaannya, sebagaimana 

diatur dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13

 Salah satu proses awal yang  

dilakukan untuk mendapatkan jaminan hukum dalam suatu perkawinan adalah  

dengan mencatatkannya pada instansi yang berwenang. 

 Selanjutnya, pencatatan pernikahan diharuskan oleh negara yang 

dimaksudkan untuk kepentingan dan kemaslahatan setiap warna negara. Karena 

seseorang yang melakukan pernikahan secara siripada laki-laki yang tidak 

bertanggung jawab, maka akan mudah melalaikan kewajiban dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, dan akan 

mudah untuk melangsungkan nikah-cerai sesuka hatinya. 

                                                           
12

Jamaluddin, Nanda Amalia, Hukum Perkawinan (Cet. I; Sulawesi: Unimal Press, 2016), 

h. 124. 
13

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 75. 
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 Dinukil dari laman detik.com bahwa kasus pernikahan siri banyak terjadi 

di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Gowa. 

Sebagaimana penulis temukan pada tahun 2012 silam. Salah seorang PNS 

melakukan nikah siri dengan dalih diminta oleh istri pertamanya pada tanggal 6 

Oktober 2012.  Kemudian, mereka melangsungkan pernikahan di kediaman sang 

mempelai wanita. Namun, 16 jam setelah akad wanita ini diceraikan via telepon, 

dengan mengatakan “mulai detik ini kamu bukan istriku lagi”.
14

 

 Dari penjelasan masalah diatas mengenai nikah siri, masih menimbulkan 

berbagai polemik dikalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan 

perlindungan istri dan anak. Begitu juga dengan masalah hukum nikah siri itu 

sendiri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan 

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul 

“Peran Pengadilan Agama Terhadap Perlindungan Istri dan Anak Dalam Nikah 

Siri Perspektif Fikih Islam dan KHI di Sungguminasa Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan nikah siri dalam perspektif fikhi Islam dan KHI? 

2. Bagaimana peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak 

dalam nikah siri di Sungguminasa Gowa ? 

 

                                                           
14

https://news.detik.com, Diakses Pada Senin, 25 Juli 2022, Pukul 20.10. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan nikah siri dalam  perspektif fikhi Islam 

dan KHI 

2. Untuk mendeskripsikan peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan 

istri dan anak dalam nikah siri di  Sungguminasa Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dapat menambah khasanah  keilmuan tentang  praktek pernikahan siri 

yang ditinjau dari perlindungan terhadap istri dan anak dalam nikah siri menurut 

perspektif  fikhi Islam dan KHI di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 

bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah 

maupun masyarakat.  

2. Manfaat Praktis  

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terkait masalah nikah siri. Harapannya agar memberi manfaat bagi peneliti sendiri 

maupun masyarakat umum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pernikahan 

 Dalam Islam melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan perintah 

Allah dan RasulNya. Sebab perintah menikah ini termaktub dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah.
15

 Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 3. 

 ع....﴾بَ رُ وَ  ثَ لَ ثُ  وَ ثنَ مَ  اءِ النسَ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ حُ انكِ ﴿...فَ 

Terjemahnya: 

…maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat…
16

 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab    

shahihnya. Rasulullah SAW bersabda: 
. «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني»عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 17(رواه ابن ماجة)
Artinya: 

Dari Aisyah Rhadiyallahu Anha berkata: Rasulullah SAW bersabda nikah 

itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku maka ia bukan 

termasuk golonganku. 

1. Pengertian pernikahan yang syar’i  

 Pernikahan secara bahasa, nikah dalam bahasa Arab berarti bergabung dan 

berkumpul. Disebut demikian karena salah satu dari pasangan suami istri 

berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim maupun pada saat 

                                                           
15

Muhammad Mutawilli Asy-Sya’rawi, Fiqhul Mar’ah al-Muslimah, Terj. Ghozi M, Fiqh 

Wanita (Cet.I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 75. 
16

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.77. 
17

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 

1, Kitab an-Nikah, Bab Maa Jaa fii Fadli an-Nikah, No. 1846  (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-

‘Arabiyah, 275 H), h. 592. 
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akad.
18

 Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan 

wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.
19

 Adapun 

menurut Wahbah az Zuhaili pernikahan adalah akad yang bermakna  pembolehan 

bersenang-senang dengan perempuan, menyentuh dan sebagainya, dan perempuan 

tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.
20

 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah 

hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri resmi.
21

 

Secara syar’i, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan 

istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.
22

 

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ulama berkembangmenjadi 

beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah. Syekh Al-Jaza’iri menyebut 

beberapa pendapat para ulama secara terperici sebagai berikut: 

a. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa menikah adalah akad yang menyebabkan 

kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. 

b. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa nikah adalah akad kepemilikan untuk 

menikmati kelamin dan seluruh badan istri. 

c. Mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang mencakup 

pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah 

adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. 

                                                           
18

Al-Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith, Jilid I (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), h. 63. 
19

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 3. 
20

Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Jilid 9  (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.  
21

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.  
22

Izzuddin Karimi,Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam(Jakarta: 

Darul Haq, 2015), h. 463. 
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d. Mazhab Hanbali menjelaskan bahwa nikah adalah akad dengan lafal 

pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang dimaksud 

dengan manfaat adalah menikmati.
23

 

 Selain pendapat mazhab-mazhab di atas ada juga pendapat lain yaitu Al-

Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Mengapa disebut akad? karena akad 

merupakan jalan terjalinnya hubungan antara kedua calon melalui kesepakatan, 

namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi 

istrinya.
24

 

 Pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan galizan dan  mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan 

membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan syariat Agama Allah.
25

 

 Pernikahan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada 

waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan 

mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai 

pencatat nikah.
26

   

 Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-

laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir 

                                                           
23

Abdur rahman Al-juzari, Al-fiqh Alal Madzahib Al-arba’ah,, Terj. Shofa’u Qolbi Djabi, 

dkk, Fikih Empat Mazhab, Jilid V (Cet. II;  Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2017), h. 5-8. 
24

Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah,Ada Apa dengan nikah beda Agama (Depok: 

PT.QultumMedia, 2010), h. 22.  
25

Djaman Nur, Fikih Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993),h. 5. 
26

Rahman Ghazaly, Fiqh munakahat (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.  
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batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
27

 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah yang mengikat dengan kuat dan 

menghalalkan hubungan antara pria dan wanita serta menjadikan keduanya 

memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu dengan lainnya.  

2. Dasar pernikahan 

 Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur’an, sunnah, Undang-

undang pernikahan No 1 Tahun 1947, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini 

menunjukkan bahwa pernikahan mempunyai dasar hukum yang kuat. Adapun 

dasar pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Al- Qur’an sebagai dasar hukum pernikahan yang kuat.  

Dalam Al-Qur’an Allah telah menjelaskan bahwa pernikahan memiliki 

peranan penting bagi setiap manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. 

Allah SWT  berfirman dalam QS.Ar-Rum/30: 21. 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْ ﴿ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ةً إِنَّ فِ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
 ﴾ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

Terjemahnya: 

  Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

 pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

 dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

                                                           
27

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 

h.61. 
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 kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

 tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
28

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk 

membangun rumah tangga yang  penuh cinta, rukun dan kasih sayang (sakinah 

mawaddah wa rahmah). Untuk mempertahankan populasi manusia, Allah SWT 

menciptakan wanita dari jenis lelaki sebagi tanda-tanda yang menunjukkan kuasa 

dan rahmat-Nya, menciptakan hubungan dan ikatan kuat antara lelaki wanita yang 

terdiri atas cinta dan kasih sayang, agar kedua jenis isi bahu membahu 

menanggung berbagai beban hidup dan agar seluruh anggota keluarga saling 

terikat. Dibalik penciptaan jembatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri 

agar tenang, teduh dan tentram itu tersirat tanda-tanda kebesaran untuk kaum yang 

berpikir atau merenungkannya.
29

Allah berfirman dalam ayat yang lain QS. Az-

Zariyat/51: 49. 

 ﴿وَمِنْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).
30

  

Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan, seperti laki-laki dan 

perempuan, langit dan bumi, matarai dan bulan, lembah dan pegunungan, musim 

panas dan musim dingin, manis dan asam, serta cahaya dan kegelapan. Supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah, kata ini membuang salah satu huruf ta’ 

dari asalnya تذكرون. Artinya agar kalian mengetahui bahwa yang menciptakan 

                                                           
28

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406. 
29

Wahbah Az-Zuhaili,At-Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas), Terj. Muhtadi, dkk, 

Tafsir Al-Wasith, Jilid III, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 77. 
30

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 522. 
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segala yang berpasangan itu, Tuhan yang tunggal, sehingga kalian beribadah 

hanya kepadanya.
31

 

b. Hadis Sebagai Dasar Hukum Pernikahan Yang Kedua 

Hadis sebagai dasar hukum pernikahan yang kedua, seperti dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, Rasulullah SAW 

bersabda: 

أنا أصلي وأنام وأصوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حد الله وأثن عليه وقال : لكني 
 32)رواه المسلم( س منيليوأتزوج النساء، فمنْ رغب عن سنتي فوأفطر 

 Artinya: 

Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Saw. setelah memuji 

Allah dan menyanjungNya bersabda: tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, 

berbuka dan aku menikahi wanita.Barang siapa yang tidak menyukai 

sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. 

 

 Hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa pernikahan adalah jalan hidup 

Rasulullah SAW Barang siapa meninggalkan jalan Rasululullah SAW maka ia 

adalah orang yang tercela dan termasuk dalam sabda beliau, “tidak termasuk 

golonganku”. Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada para pemuda yang telah 

berusia baligh dan mampu memberi nafkah keluarga untuk segera menikah, tidak 

menunda-nundanya tanpa alasan yang jelas. Hal ini karena pernikahan 

mengandung banyak kebaikan. Di antara kebaikan dalam pernikahan adalah 

menjauhkan diri dari perbuatan dosa, menjaga kemaluan, lebih menundukkan 

pandangan, dan memperbanyak keturunan. Bagi yang belum mampu menanggung 

beban pernikahan maka disarankan untuk berpuasa. Itulah alternatif lain dari 

                                                           
31

Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain,Terj.Najib Junaidi 

(Surabaya: PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015),h. 510-511. 
32

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qutsairi An-Nasaburi, Shahih Muslim, Kitab an-

Nikah, Bab Manistato’ minkum al-Ba’ah Falyatazawaj, N0. 1401, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dar al-

fikr, 2003), h. 652. 
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menikah. Utsman Radhiyallahu Anhu pernah berkata kepada Abdullah bin 

Mas’udRadhiyallahu Anhu, “Wahai Abu Abdirrahman, maukah engkau kami 

nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu 

lakukan? Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu tidak tertarik pada penawaran 

tersebut. Beliau mengatakan: “Kami adalah para pemuda miskin yang bersama 

Rasulullah SAW”.
33

 Kemudian beliau menyebutkan hadits Rasulullah SAW: 

يس  تط   زوج، وم  ن لمت  نكم ال   اءة فليم   ب م  ن اس  تطاع.االش    ريَ معش  »:  صلى الله عليه وسلمبيلن  ا الن   اللق  د ق  
34)رواه ال خاري( .«نه له وجاءإفعليه بلصوم ف

 

Artinya:  
 Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita, Wahai sekalian 

pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan 

untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, danbarang siapa yang belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa  karena hal itu akan menjadi perisai baginya. 
 

 Adapun penjelasan hadis ini menurut Al-Allamah Syaikh Shalih Al-

Utsaimin dalam syarah shahih al-Bukhari menunjukkan beberapa pelajaran, antara 

lain: 

a. Seyogyanya seorang pemuda melangsungkan pernikahan. Bahkan ada yang 

menyatakan bahwa menikah bagi seorang pemuda hukumnya wajib, karena 

pada dasarnya perintah dalam hadist ini berfungsi menunjukkan kewajiban, 

apalagi Rasulullah SAW menyebutkan alasan perintahnya tersebut dengan 

bersabda, “Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan lebih 

bisa menjaga kemaluan”. Beliau menyebutkan hukum nikah sekaligus 

alasannya agar hal ini dilaksankan. Di atas beliau menyebutkan dua faidah di 

dalam nikah; yaitu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga 

                                                           
33

Muhammad bin syakir Asy-Syarif, 40 Hadist wanita bunga rampai hadist fikih dan 

akhlak (Cet. I; Solo: Aqwam, 2009), h. 184. 
34

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab 

at-Targiibu fi an-Nikah, No. 5065, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 1292.  
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kemaluan. Tentu akan banyak faidah lagi setelah seseorang melangsungkan 

pernikahan, seperti memiliki anak, bekerja untuk memberi nafkah istri, dan 

lain-lain yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut. 

b. Seseorang yang menikah saat usia tua akan kembali muda dan bergairah. Hal 

ini berdasarkan pernyataan  Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Mas’ud, 

“Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan 

mengembalikan masa mudamu dulu?”Tetapi Ibnu Mas’ud tidak berhasrat 

untuk menikah dan ia tidak membutuhkannya lagi. 

 Dalam uraian Al-Allamah syaikh Shalih Al-Utsaimin yang lain bahwa 

yang dimaksud kemampuan di sini adalah  meliputi kemampuan materi dan juga 

kemampuan fisik, mengingat tidak semua pemuda memiliki kemampuan secara 

fisik, tetapi umumnya pemuda memiliki kedua kemampuan tersebut. 

 Kemudian beliau tambahkan bahwa di penghujung hadis Rasulullah SAW 

memanggil para pemuda secara khusus, karena merekalah yang lebih ditekankan 

untuk melakukan ajaran ini. Meskipun demikian, panggilan ini juga dapat 

ditujukan kepada orang tua yang belum menikah dan ia mempunyai kemampuan 

secara materi dan fisik. 

 Petunjuk Rasulullah SAW bagi orang yang belum mampu menikah untuk 

berpuasa. Beliau bersabda,“Hendaklah ia berpuasa”. Beliau memberi alasan 

bahwa puasa merupakan perisai yang dapat meredam  gejolak nafsu dan syahwat 

dari dua sisi sekaligus; agama dan alamiah. 

 Sisi agama adalah karena orang yang berpuasa di siang hari harusnya 

disibukkan dengan dzikir kepada Allah, membaca Al-Qur’an, shalat, dan lain 
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sebagainya. Hal-hal ini secara otomatis dapat mengesampinkan pikiran tentang 

nikah. 

 Sementara sisi ilmiahnya adalah karena minimnya makanan dan minuman 

secara otomatis dapat menutup celah-celah masuknya setan; yaitu urat-urat yang 

membesar karena makanan dan minuman. Alasan lainnya adalah karena bisanya 

perut kenyang menariknya mencari kepuasan yang lain, sementara perut yang 

lapar biasanya melemahkan segala macam keinginan. Untuk itu, Rasulullah SAW 

menyarankan orang yang memiliki kemampuan  menikah untuk berpuasa saja.
35

 

c. Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1947 

 Dasar hukum pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada 

pasal 1 bahwa: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36

 

d. Kompilasi Hukum Islam 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang 

sakinah, mawaddah, rahmah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 

tentang pernikahan. Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang 

                                                           
35

Muhammad bin shalih al-utsaimin, Syarah Shahih al-bukhari, h. 225. 
36

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi hukum islam, h. 76. 
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teguh dan kuat dalam hidupdan kehidupan manusia, bukan antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.
37

  

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

 Rukun dan syarat menentukan suatu perubahan, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi 

bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan 

bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang 

berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan 

dengan dengan rukun dan dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang 

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan 

kriteria dari unsur-unsur rukun.
38

 

a. Rukun Pernikahan  

 Pernikahan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya salah satu rukun 

pernikahan tersebut. Untuk keabsahan pernikahan maka dibutuhkan lima rukun, 

seperti disebutkan oleh Zaeni Asyhadie dalam buku hukum keluarga, yaitu:  

1)  Wali nikah 

 Dalam suatu pernikahan wali nikah merupakan rukun, artinya harus ada 

wali nikah bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak 

sah terutama pernikahan orang yang belum mukallaf. Wali adalah orang yang 

                                                           
37

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukumislam, h. 6. 
38

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: kencana, 

2006), h. 59. 
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memegang sah tidaknya pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan tanpa 

adanya wali.
39

 Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW bersabda masing-masing 

dari keduanya menginginkan pasangannya.  

 Sabda Rasulullah SAW: 

. )رواه «نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِ ٍ لَا »ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:نْ أَبِ مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ عَ 
 40الترمذي(

Artinya:  

Dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali 

dengan wali. 

 Keadaan tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

19 yang menyebutkan bahwa:“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahinya”
41

 Syarat-syarat menjadi wali nikah yang disebutkan oleh Zaeni 

Asyhadie dalam buku hukum keluarga, yaitu: 

 a. Islam 

 b. Baligh 

 c. Berakal sehat  

 d. Laki-laki 

 e. Adil
42
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2) Sepasang mempelai 

 Pernikahan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sepasang mempelai, 

yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, dengan segala 

persyaratan yang ada pada mereka. 

3) Dua orang saksi  

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-

laki yang adil dari kaum muslimin, yang dibuktikannya dengan meninggalkan 

dosa-dosa besar. Dan di masa kita sekarang ini, sebaiknya jumlah saksi 

diperbanyak, karena sedikitnya orang yang adil.
43

 Saksi adalah orang yang terlibat 

langsung, menyaksikan, dan melihat dengan mata kepala sendiri atas terjadinya 

akad pernikahan dari sepasang mempelai suami istri.
44

 

4) Mahar 

 Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak mempelai pria untuk 

diserahkan kepada pihak mempelai wanita untuk menghalalkan dan hukum mahar 

adalah wajib.
45

 Dalam hal ini firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 4 

 ﴾وَآتُوا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴿
Tejemahnya: 
 Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

 pemberian dengan penuh kerelaan.
46
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Abu Bakar al-Jazairi, Minhajul Muslim,Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufiq Aulia 
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Hamdan rasyid, Al Mulakkash Al-fiqh (Cet. I; Jakarta: Wahyu Qolbu, 2009), h. 639. 
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5)  Shigat akad nikah  

Adapun yang dimaksud dengan sighat akad nikah adalah perkataan dari 

mempelai laki-laki atau mewakilinya ketika akad nikah. Adapun ketentuan hukum 

sighat, pertama adalah setaranya calon suami dengan calon istri yaitu seorang 

yang merdeka, berakhlak mulia dan jujur. Kedua, diperbolehkannya perwakilan di 

dalam akad  nikah, jadi calon suami diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja 

yang dikehendakinya di dalam akad nikah. Sedangkan calon istri maka walinya 

sendirilah yang boleh melangsungkan akad nikahnya.
47

 

b. Syarat pernikahan 

  Melaksanakan syarat-syarat nikah yang sah adalah sesuatu yang berhak 

untuk dipenuhi, dimana hal itu sangat sesuai sekali dengan syariat, akal dan kias  

yang benar, karena sesungguhnya seorang wanita tidak ridha menyerahkan 

farajnya kepada suami kecuali dengan syarat nikah ini, jika pelaksanaan akad 

nikah belum dilaksanakan dengan dasar saling ridha.
48

 

 Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad 

pernikahan atas seseorang perempuan yang tidak ditentukannya. 

2) Kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. 

Namun di sana ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil 

dan belum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka walinya ada hak untuk 

menikahkannya, meski secara terpaksa. 
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Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, Terj. Mustofa Aini, dkk. h. 751-752. 
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Shalih bin Ahmad bin muhammad Al Ghazali, Al-Qamus fiima Yahtaju Ilaihi Al ‘arus, 
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3) Perwalian dalam pernikahan, maka tidak bisa menikahkan seorang wanita 

kecuali walinya. Sebab, biasanya seorang wanita itu terbatas pikirannya 

dalam memilih yang lebih baik untuk dirinya.
49

 

4. Tujuan pernikahan 

 Tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia 

melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya 

melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami 

benih. Sedangkan suaminya laksana ladang petani yang menanamkan benih 

dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur’an mengibaratkan wanita sebagai ladang 

untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga. Pernikahan 

itu sendiri memiliki banyak tujuan mulia, di antaranya: 

a. Mendapatkan keturunan yang sah 

Allah SWT menggantungkan kelangsungan dan kelestarian jenis manusia 

pada pernikahan. Dan kelangsungan hidup jenis manusia itu merupakan tujuan 

dan sasaran yang hendak Allah SWT wujudkan.
50

 

b. Memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang.  

Pernikahan merupakan benteng bagi para pemuda maupun pemudi. 

Menyejukkan dan menentramkan hati, memelihara diri dari perbuatan keji dan 

rayuan setan, serta untuk memelihara tanaman masyarakat Muslim dari ancaman 

bahaya dan malapetaka akibat perilaku kebebasan seksual. Begitu juga menjaga 
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berbagai penyakit ganas yang mewabah akibat seks bebas, serta memelihara 

masyarakat dari lahirnya anak-anak hasil perzinaan dan terlantar.
51

 

c. Pernikahan bernilai ibadah dan pendekatan (taqarrub) kepada Allah. 

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan pendekatan kepada 

Allah. Karena dengan menikah, berarti seseorang telah melaksanakan sunnah 

Allah dan Rasul-Nya, yang memerintahkan setiap orang beriman untuk 

melakukan pernikahan. Islam justru melarang penganutnya dari memperaktikan 

pola hidup selibat (kependetaan, tidak menikah, membujang seumur hidup), 

sebagaimana yang dianjurkan agama Masehi (Nasrani). Karena pola yang hidup 

demikian itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Nikah sebagai suatu 

ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.
52

 

d. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh 

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya 

terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa 

adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan 

ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia 

daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan 

dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah 

ketenangan jiwa dan kasih sayang.
53
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e. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, 

mawaddah wa rahmah. 

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, 

maka rumah tangga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW “rumahku adalah 

surgaku (baity jannaty) akan terwujud.
54

 

B. Pernikahan terlarang dalam syariat Islam 

 Pengertian nikah terlarang adalah pernikahan yang berbeda dengan 

pernikahan yang sah dan ini merupakan pendapat para fukaha. Walaupun dalam 

pembahasan nikah terlarang ini terdapat pendapat yang kuat dan lemah. Meskipun 

terjadi perbedaan pendapat akan tetapi tetap dikatakan sebagai nikah terlarang, 

misalnya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, tanpa mahar, dan tanpa wali.
55

 

Macam-macam pernikahan yang terlarang dalam syariat sebagai berikut: 

1. Nikah Mut’ah 

 Nikah Mut’ah hukumnya haram. Nikah ini disebut juga “Zawaj Muaqqat” 

dan “Zawaj Munqathi”, artinya nikah yang ditentukan untuk sesuatu waktu 

tertentu, atau perkawinan yang terputuskan. Adapun dinamakan Mut’ah ialah 

nikah dengan maksud dalam waktu yang tertentu itu seseorang dapat bersenang-

senang untuk melepaskan keperluan syahwatnya.
56

 

2. Nikah Syighar 

 Nikah Syighar yaitu seseorang menikahkan anak gadisnya, atau 

saudarinya, atau budaknya dengan seorang lelaki dengan syarat lelaki itu pun 
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menikahkannya dengan anak gadisnya, atau saudarinya, atau budaknya baik 

dengan mahar di antara keduanya maupun tidak, menurut pendapat yang shahih.
57

 

 Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Ulama telah sepakat, bahwa nikah syighar 

tidak diperbolehkan, namun mereka berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya 

pernikahan tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut 

hukumnya batal.
58

 

3. Nikah Tahlil 

 Menurut syaikh Hasan al-Ayyubi dalam kitabnya fikih keluarga bahwa 

nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah 

ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahinya kembali 

kecuali setelah ada laki-laki lain yang menikahi istrinya tersebut. Oleh karena itu, 

suami menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya yang telah ditalak tiga dengan 

tujuan agar dapat menikahinya kembali. Jika dalam akad nikah itu disyaratkan 

akan menceraikan istri yang dinikahinya, maka akad nikah tersebut batal. 

Pernikahan semacam ini jelas dilarang oleh agama.
59
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C. Nikah Siri 

 1.  Pengertian Nikah Siri 

 Secara etimologi kata sirru berasal dari bahasa Arab yaitu alladzi yuktamu 

yang berarti apa yang disembunyikan dan jama’ dari kata sirru adalah asrar atau 

assariratu.
60

 

 Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.  

Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri 

untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau 

tersembnyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua 

pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak 

ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak dicatat di lembaga negara. 

Pernikahan siri yang berkembang dikalangan masyarakat dengan sebutan nikah 

dibawa tangan.
61

  

 Bagi masyarakat Indonesia, istilah penikahan di bawah tangan atau 

penikahan siri bukanlah hal yang tabu. Namun, pemahaman masyarakat akan 

istilah tersebut seringkali rancu, bahkan keliru. Misalnya, istilah pernikahan siri 

oleh sebagian masyarakat dipahami dengan “kumpul kebo”,  yang merujuk pada 

kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa 

adanya ikatan pernikahan. Ada juga yang memahami sebagai pernikahan yang 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua atau 

keluaraga dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, ada juga 
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yang memahami bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa 

dihadiri oleh pihak KUA.
62

 

 2. Pernikahan siri dalam berbagai perspektif 

a. Pernikahan siri dalam perspektif fikih Islam 

 Dalam kajian hukum Islam (fikih), pembahasan mengenai pernikahan siri 

adalah sebuah pernikahan yang mana seorang suami berpesan kepada para saksi 

agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau khalayak umum 

sekalipun itu keluarga sendiri. 

 Nikah siri telah dikenal pada zaman sahabat, istilah itu berasal dari ucapan 

Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu pada saat memberitahu bahwa telah terjadi 

pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan 

seorang perempuan. Dalam satu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab 

menyatakan: “ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu 

lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.
63

 

         Para ulama berselisih pendapat mengenai sahnya nikah siri, sebagian 

ulama seperti  Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa berpesan 

agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya 

akad nikah, sebab adanya dua orang saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak 

siri lagi akan tetapi menjadi nikah alaniyah (nikah terang-terangan).
64
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 Sedangkan menurut para ulama malikiyah “nikah siri itu rusak dengan 

talak ba’in jika suami istri itu melakukan persenggamaan. Sebagaimana juga 

rusaknya pernikahan tanpa saksi dengan terjadi suami istri. Mereka berdua 

dikenakan had zina: jilis, rajam, jika telah terjadi persenggamaan dalam hal itu 

mereka akui. Atau persenggamaan mereka terbukti dengan empat saksi, seperti 

dalam kasus perzinahan. Mereka berdua tidak diberi ampunan.
65

 

 Nikah siri yang dikenal pada zaman dahulu berbeda pengertiannya dengan 

nikah siri yang dikenal sekarang ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri pernikahan 

yang sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syariat. Akan 

tetapi diminta untuk tidak memberitahukan kepada khalayak ramai dan tidak 

adanya walimatul ursy. 

b. Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif di Indonesia 

 Indonesia sebagai negara hukum, tidak luput mengatur rakyatnya dalam 

hal pernikahan. Walaupun Indonesia bukanlah negara yang hukumnya 

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi hukum Islam memiliki tempat khusus 

utamanya dalam aturan pernikahan. Sistem peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia tidak mengatur nikah siri. Jadi, nikah siri merupakan 

pernikahan yang tidak memiliki asas legalitas atau payung hukum, dalam arti 

tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
66

 Nikah siri menurut 

hukum positif  yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya 
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dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.  

Pada pasal 6 ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
67

 

 Wildan Suyuti Mustofa membedakan nikah siri kedalam dua 

jenis.Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh orang seorang laki-laki dan 

seorang prempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali perempuan. Akad nikah 

hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, 

dua orang saksi dan guru  yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari 

wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan 

rukun suatu pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi 

tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang pernikahan di 

Indonesia.
68

 

 Nikah siri apapun pendekatan pengertiannya ternyata dinilai menimbulkan 

persoalan tersendiri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun nikah 

siri dinilai sah menurut pandangan agama, tetap saja secara yuridis formal tidak 

mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak 

terkait selama tidak tercatat secara resmi dalam bentuk akta nikah. 

Konsekuensinya, segala perselisihan yang timbul akibat pernikahan siri tersebut, 

sering tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku formal.
69

 

 Masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan tidaklah 

menganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksankan sesuai dengan 
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hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administartif. Hanya saja jika 

suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti 

otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah. Akibatnya, 

dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga 

tidak mempenyai kekuatan hukum (no legal force). Oleh karena itu, pernikahan 

tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.
70

 

3. Faktor-faktor terjadinya nikah siri 

 Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah 

sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat 

hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan 

hubungan suami istri. Keharusan membina rumah tangga yang harmonis 

memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara 

suami dan istri. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah 

menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan 

tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Akibat 

kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di 

negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah 

apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.
71
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 Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri sebagai 

berikut: 

a. Zina akibat berkhalwat 

 Tidak semua orang memiliki kesiapan untuk melakukan sebuah 

pernikahan, apalagi disebabkan oleh faktor pergaulan bebas diluar nikah (zina) 

akibat pacaran yang dilakukan. Merasa menyesal terhadap dosa-dosa yang telah 

dilakukan serta keinginan untuk memiliki dan melanjutkan hubungan kasih 

sayang. Terkadang orang keluar dari aturan seperti melakukan nikah siri.
72

 

b. Sulitnya berpoligami 

 Padahal poligami adalah salah satu  syariat yang boleh dilakukan termasuk 

pada zaman sekarang ini. Akan tetapi untuk dilakukan pernikahan kedua, ketiga 

dan seterusnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu membutuhkan 

izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Suami mungkin memerlukan istri 

kedua namun ia takut diketahui oleh istri pertama, karena sulit mendapatkan izin 

dari istri, maka suami melakukan pernikahan secara diam-diam atau nikah siri.
73

 

c. Belum cukup umur 

 Nikah siri dilakukan karna adanya salah satu calon mempelai belum cukup 

umur. Kasus ini terjadi karna disebabkan faktor ekonomi juga, dimana orang tua 

merasa kalau anak perempuannya sudah menikah beban ekonomi keluarganya 

akan berkurang karena sudah ada yang menanggug. 
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d. Hamil diluar nikah  

 Pergaulan masa sekarang yang telah dimasuki oleh budaya-budaya asing 

mempengaruhi tingkah laku manusia yang melampaui batas. Salah satunya adalah 

pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki banyak akibat yang negatif, salah 

satunya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut 

merupakan aib bagi keluarga dan mengundang cemohan dari masyarakat. Dari 

sanalah orang tua  menihkankan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya 

dengan alasan menyelamatkan nama naik keluarga tanpa melibatkan PPN.  

e. Faktor tempat kerja 

 Aturan-aturan di tempat kerja atau kantor yang melarang menikah selama 

bekerja atau melarang menikah lebih dari satu. 

f. Faktor sosial 

 Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada orang yang 

menikah lebih dari satu, maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kemudian penyebab 

yang lain yaitu karna orang tua tidak memberikan izin sehingga kedua pasangan 

tersebut melalukan nikah siri.
74
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D. Kerangka Konseptual 

Peran Pengadilan Agama Terhadap Perlindungan 

Istri Dan Anak Dalam Nikah Siri Perspektif Fikih 

Islam Dan Kompilasi Hukum Islam di 

Sungguminasa Gowa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah  penelitian  lapangan sebagai suatu kegiatan 

menyelidiki sesuatu yang sistemtatis, terkendali, emperis, teliti, dan kritis 

terhadap fenomena-fenomena tertentu guna mencari fakta, teori baru, hipotesis, 

dan kebenaran, yang dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah tertentu 

untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan.
75

 

 2. Pendekatan Penelitian  

 Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut: 

a. Berdasarkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  lapangan, 

maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan 

sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai 

referensi dan mendukung data-data penelitian. 

b. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i). Pendekatan penelitian ini 

membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu. 

Perspektif yang digunakan harus berkaitan dengan akademik, fakultas dan 

jurusan/program studi mahasiswa dalam lingkungan fakultas syariah dan 

hukum.
76
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B. Lokasi dan objek penelitian 

 Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah istri dan anak dalam nikah siri. 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk observasi. Lokasi 

dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah agar tidak terjadi 

perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Peneliti 

memfokuskan untuk meneliti: 

1. Perlindungan nikah siri dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam 

2. Peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak dalam 

nikah siri di Sungguminasa Gowa. 

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui 

bagaimana bentuk perlindungan nikah siri dalam perspektif fikih Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan khalayak melalui 

walimatul usry.   

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama 

terhadap perlindungan istri dan anak dalam nikah siri di Sungguminasa Gowa. 
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E. Sumber data 

Sumber data penelitian berdasarkan hubungannya dengan penelitian dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu sumbe data primer, sumber data sekunder, dan sumber 

data tersier. Hubungan antara data dengan peneliti merupaka kata kunci penting 

untuk membedakan apakah kata penelitian yang dikumpulkan berasal dari sumber 

primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, dari ketiga sumber data tersebut, 

sumber data primer dan sumber data sekunder adalah yang paling sering dan 

paling banyak digunakan dalam penelitian. Suatu penelitian dimungkinkan untuk 

menggunakan lebih dari satu sumber data selama sesuai dengan konstruk yang 

hendak diukur dan tujuan penelitiannya.
77

 Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1. Data Primer 

 Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, 

biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui 

pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 

menggunakan metode wawancara.
78

 Hasil observasi dan wawancara yang 

diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tokoh masyarakat, 

tokoh agama di Pengadilan Agama Sungguminasi Gowa. 

 2. Data Sekunder 

 Data sekunder menggunakan bahan yang dari sumber pertama sebagai 

sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang 
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78

Sigit Hermawan, Amirullah, Metode Penelitian Bisnis (Cet. I; Malang: Anggota IKAPI, 
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diteliti. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yang menggunakan studi 

kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut 

paham pendekatan kualitatif.
79

 Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet, 

atau kata-lata terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh 

untuk mendukung penelitian ini bersumber dari Al-Qur’an, hadist, buku-buku, 

internet, dan jurnal. 

F. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen 

juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen 

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan 

wawancara terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek 

penelitian baik secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai human 

instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian 

belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, serta hasil yang diharapkan. 
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Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti 

memasuki objek penelitian.
80

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
81

 Adapun tehnik pengumpulan data dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu tehnik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reliabitasnya) dan kesahihannya 

(validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari 

proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan tehnik observasi yang 

terpenting ialah indra.
82

 

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam 

suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu 

elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan 
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sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari 

responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). 

Namun demikian, teknik wawancara ini dalam  perkembangannya tidak harus 

dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja dengan 

memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.
83

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan riwayat kejadian yang telah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

H. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan 

analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan 

pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang 

akhirnya diangkat menjadi teori subtantif.
84

 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data pada 

penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu: 
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1. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan 

atau transkip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai 

informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari 

data tersebut. Proses kategorisasi dilakukan dengan memilah data teks atau visual 

ke dalam kategori khusus. Koding dilakukan dengan menambahkan catatan 

pinggir atau menuliskan kode dalam catatan lapangan, atau membuat memo. 

Pengkategorisasian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu 

dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh saat 

pengumpulan data akan menjadi relevan dengan kerangka konseptual dan 

permasalahan tertentu namun bisa jadi menjadi tidak  relevan ketika data tersebut 

digunakan dengan kerangka konseptual dan permasalahan yang diteliti, tetapi 

pada penelitian lain akan menjadi data yang relevan. 

2.  Penyajian data 

 Penyajian data ini merupakan tahap untuk menyajikan data secara 

sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara 

sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk 

membangun argumentasi. 

3.  Penarikan kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupaka tahap untuk menemukan 

kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan 
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menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan 

penelitian.
85
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 

II Gowa, dengan letak geografis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6’ 

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 

12’ 33.19 hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan 

dari Jakarta. Kabupaten Gowa berbatasan dengan: 

1. Sebelum Utara Kabupaten Maros 

2. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng 

3. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar 

4. Sebelah Barat Kotamadya Makassar 

 Wilayah administrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 

Kecamatan dengan luas wilayah 1.883,32 kilometer persegi atau sama dengan 

3.01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa  

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan 

yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 

Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu
86

. Adapun 

tempat penelitian penulis terletak di jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa. 

Waktu yang ditempuh dari Kota Makassar menuju Pengadilan Agama 
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Sungguminasa ± 15 menit dan ± 5 menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan 

Syekh Yusuf.  

1.  Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang 

turun temurun diperintah oleh seorang kepala yang disebut “Somba” atau “Raja”. 

Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 

pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari oleh terbitnya 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II, 

Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Tambahan 

Lembaran Negara RI No. 1822).
87

 

 Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 

Karaeng Lalowang” yang juga disebut dengan nama Sultan Muhammad Abdul 

Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir 

(Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai kepala pemerintah Kabupaten Gowa 

didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut Qadli. 

Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa di 

dampingi oleh seorang Qadli, hanya saat agama Islam mulai menyebar secara 

merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai pelosok-pelosok desa, 

yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli yang pertama diangkat oleh Raja Gowa 

bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada saat itu berfungsi sebagai penasehat 

kerajaan atau hakim agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-

                                                           
87

Pengadilan Agama Sungguminasa, Sejarah Pengailan Agama Sungguminasa, http://pa-
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perkara di bidang agama, demikian secara tuun-temurun mulai tahun 1857 sampai 

dengan Qadli yang keempat tahun 1956.
88

 

 Setelah terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 

Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan 

wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 

kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 

hanya sebagai do’a dan imam pada shalat i’ed. Keputusan Mentri Agama Nomor 

87 Tahun 1966. Berdasarkan SK Mentri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 

Desember 1966, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa 

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan  

Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 

bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 

Desa.
89
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2. Visi Misi  Pengadilan Agama Sungguminasa 

  Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “Terwujudnya Lembaga 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang Agung”. Misi Pengadilan 

Agama Sungguminasa adalah:
90

 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 

b. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 

c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 

d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis 

teknologi informasi. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 

a. Tugas Pokok 

 Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang:
91

 

1) Perkawinan 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang  mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 

a)  Izin beristri lebih dari satu orang 
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b)  Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus  ada 

perbedaan pendapat 

c)  Dispensasi kawin 

d)   Pencegahan perkawinan 

e)   Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

f)  Pembatalan perkawinan 

g)   Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri 

h)   Perceraian karena talak 

i)  Gugatan perceraian 

j)   Penyelesaian harta bersama 

k)   Penguasaan anak-anak 

l)   Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 

yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya 

m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri 

n)   Putusan tentang sah tidaknya seorang anak 

o)   Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

p)   Pencabutan kekuasaan wali 

q)   Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut 

r)  Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya 
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s)   Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang ada di bawah 

kekuasaannya 

t)   Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam 

u)   Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran  

v)   Penyataan tentang hal sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut 

peraturan yang lain. 

2)  Waris 

  Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

3)  Wasiat 

  Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia. 

4)    Hibah 

  Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
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5)  Wakaf 

  Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

6) Zakat 

  Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

7) Infaq 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. 

8) Shadaqah 

  Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu 

dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. 

9) Ekonomi Syariah 

  Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, 

antara lain meliputi: Bank syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Asuransi 

syari’ah, Reksa dana syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka 
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menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, 

dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, bisnis syari’ah. 

b. Fungsi 

Di Samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 

fungsi, antara lain sebagai berikut:
92

 

1) Fungsi mengadili (judical power) : menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2) Fungsi pembinaan : memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 

pejabat struktual dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006  jo. KMA Nomor  KMA/080/VIII/2006). 

3) Fungsi pengawasan : mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselanggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 206) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi nasehat : memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 
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5) Fungsi administratif : menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan). (vide : KMA/080/VIII/2006). 

6) Fungsi lainnya : 

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 

instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : 

Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta  

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat  dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa 

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa:
93
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No NAMA JABATAN  

1 Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I Ketua 

2  Mun’amah, S.H.I., M.H. Wakil Ketua 

3 Drs. M. Thayyib HP  

 

Hakim 
4 Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. 

 5  Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. 

6 Radiaty, S.H.I. 

7 Dr. Yusran, S.Ag., M.H. Sekretaris 

8 Nasriah, S.H., M.H. Panitera 

9 Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H. Panitera Muda 

Hukum 

10 Dra. Hj. Musafirah, M.H. Panitera Muda 

Gugatan 

11 Nur Intang, S.Ag. Panitera Muda 

Permohonan 
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12 Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. 
Kasubbag. 

Umum dan 

Keuangan 

13 Mukarramah, S.HI. 
Kasubbag. 

Kepegawaian dan 

Ortala 

14 Dra. Jasrawati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panitera Pengganti 

15 Dra. Idamri 

16 Dra. Wahda 

17 Ibrahim, S.H. 

18 Annisa, S.H. 

19 Nurhasani Nur, S.H. 

20 Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. 

21 Muh. Sabir, S.H. 

22 Musdalifah, S.H., M.H. 

23 Khairuddin, S.H. 

24 Salmiah, S.H. 

25 Hartati, S.H. 

26 Eka DewiAdnan, S.H. 

27 AchmadTasit, S.H. 

28 Ridwan, S.H. 

29 Hj.Rasdiyanah, S.H. 

30 Andi Mulyani Tahir, S.H. 

31 Hairuddin, S.H.  

Jurusita 32 Rusli, S.E. 

33 Hj. SunartiKamaruddin, S.E. 

34 Sirajuddin 
Jurusita Pengganti 

35 PurnamaSanti 

36 Novira Pramestya Ningrum, A.Md.,A.B. Arsiparis Terampil 

37 Rifdah Fausiah Ashari, S.T. Pranata Komputer Ahli 

Pertama 

38 MusyrifahJufri, S.H.I.  

https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kesekretariatan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kepaniteraan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
https://simtepa.mahkamahagung.go.id/share/profil_kepaniteraan/html/9e8f6ec9593c46bb8cbc16042ba2672d
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=654
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=654
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Staf 39 Aswad Kurniawan, S.H.I. 

 

40 Rostinawati 

 

 

41 Dea Angela Seftyana, S.IP  

42 Diah Melindasari, S.H. 

43 GregahWilaktama,S.H. 

44 Hanugerah Putra NurHidayat, A.Md 

45 Aswar Irawan Wardi, S.H.I. Pramu Bakti 

46 Zulkifli Sanusi, S.H.I. Pramu Bakti 

47 Rifaatul Mahmudah Afti Pramu Bakti 

48 Muh.Bakri Pramu Bakti 

49 Rusmin Pramu Bakti 

50 Abd. Kadir Assegaf Satpam 

51 Bakhtiar Satpam 

52 Ramli Satpam 

53 Muh. Nasrul Pramu Bakti 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perlindungan nikah siri dalam perspektif fikih Islam dan KHI 

a. Perlindungan nikah siri dalam perspektif fikih Islam 

Pernikahan adalah sunnatullah atas penciptaan manusia untuk menyatu 

dan hidup sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Pernikahan yang dimaksud 

http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=654
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
http://pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=655
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adalah sebuah pertemuan antara dua orang dengan kepribadian yang berbeda. 

Pernikahan adalah suatu jalan yang mulia dalam mengatur kehidupan rumah 

tangga serta mengatur keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang 

lain. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan 

bermasyarakat. Pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat 

manusia dimuka bumi.
94

 Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan 

membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan 

sebuah resepsi pernikahan atau walimatul ‘urs. Pada umumnya, resepsi 

pernikahan dilaksanakan untuk berbagi kabar gembira kepada orang lain dan rasa 

syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ما »رأى على ع د الرحن بن عوف أثر صفران فقال: صلى الله عليه وسلم  عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
ت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: برك الله لك أولم ولو زوجتني هذا؟ قال: يَ رسول الله إ

 95)متفق عليه(«. بشاة
Artinya:  

Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu Anhu bahwa nabi SAW pernah melihat 

bekas kekuningan pada Abdurrahman  Ibnu Auf, lalu beliau bertanya, apa 

ini? Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi 

seorang perempuan dengan maskawin  senilai satu biji emas, Beliau 

bersabda: Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah 

walaupun hanya dengan seekor kambing. 

 

  Namun demikian, di zaman sekarang sebagian masyarakat melaksanakan 

pernikahan tidak hanya diumumkan dan dilakukan secara terang-terangan tetapi 
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juga pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa harus diketahui 

oleh orang banyak yang biasa disebut dengan nikah siri. 

 Dalam hukum Islam pernikahan diatur sesuai dengan perintah di dalam 

Al-Qur’an dan hadis, yang biasa juga dikenal dengan fikih pernikahan. Namun 

nikah siri dalam kitab klasik berbeda konsepsinya dengan pengertian nikah siri di 

zaman sekarang. Nikah siri dalam konteks kitab-kitab klasik dapat dilihat dari dua 

pengertian.
96

 Perrnikahan yang tidak diumumkan pada khalayak ramai, dengan 

cara memukul gendang (duff), atau pernikahan yang tidak menghadirkan saksi 

atau karena kurangnya saksi. Dalam hal yang pertama, Imam As-Syafi’i 

menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dua orang saksi dalam pernikahan. 

Bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat saksi maka tergolong dalam 

pernikahan siri. Pendapat ini diambil ketika Umar bin Khattab menghadiri 

pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

lalu mengatakan “jika pernikahan ini tergolong siri, maka aku bisa merajam kamu 

jika dilanjutkan”.
97

 

 Istilah nikah siri atau biasa disebut juga dengan nikah di bawah tangan 

merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi yang telah ditentukan  

oleh peraturan perundang-undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam 

sepanjang pernikahan tersebut sesuai dengan tuntunan syariah yang berlaku. 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah siri 

atau nikah dibawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini ialah pernikahan yang 

terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) 
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namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Pernikahan siri atau nikah di bawah tangan 

hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika 

terdapat madharrah. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi 

berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah 

(saddan lidz-dzari’ah).
98

 

  Dalam nikah siri salah satu rukun nikah yang menjadi titik permasalahan 

ialah masalah perwalian dan saksi. Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan 

ulama bahwa pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi, maka 

pernikahannya tidak sah. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: 

رواه «.)ول وشاهدي عدلبلا إ لا نكاح»:  صلى الله عليه وسلمعن عائشة قالت : قال رسول الله 

 99(الدارقطني

Artinya:  

Dari Aisyah beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah suatu 

pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. 

 

 Satu sisi pernikahan siri dikatakan sah dalam perspektif fikih jika telah 

terpenuhi syarat dan rukun tanpa menghiraukan pencatatan pernikahan. Sementara 

pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata 

nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada 

konsekuensi administrasi dan legal standing dari pernikahan. Dalam hal ini, yang 
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paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri 

kebanyakan adalah pihak wanita.
100

 

 Dalam syariat Islam, mencatat hasil pernikahan dipandang suatu hal yang 

baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan 

syarat pernikahan. Keluluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk 

melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri tanpa diketahui 

oleh orang lain melalui walimatul ursy. Bahkan dalam hal ini termasuk Pegawai 

Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
101

 

  Dalam pernikahan setelah mengadakan perjanjian melalui akad, kedua 

belah pihak telah terikat satu sama lain dan sejak saat itulah mereka mempunyai 

hak dan kewajiban yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak 

ialah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban ialah apa 

yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban ibarat 

dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi 

ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban atau 

sebaliknya, maka akan tercipta ketidakadilan.  

 Demi terpenuhinya hak istri dan anak, maka Islam memberikan ketentuan 

kewajiban suami kepada istri dengan kata lain hak istri. Adapun hak-hak istri 

diantaranya: 

a) Memperoleh Nafkah 

Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah lahir dan batin berupa materi, 

baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan-
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kebutuhan lainnya. Seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah istri 

dan tidak boleh melalaikannya.
102

 

b) Mendapatkan mahar 

Mahar merupakan salah satu hak yang diwajibkan Al-Qur’an untuk 

diberikan kepada wanita yang dinikahi. Meski dalam syariat Islam tidak 

ada ketentuan batasan maksimal mahar, namun syariat Islam menekankan 

dan memerintahkan agar kaum wanita memberikan kemudahan dalam soal 

mahar.
103

 Menurut Wahbah Az-Zuhaili mahar adalah harta yang 

merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau 

hubungan badan secara hakiki.
104

 

c) Mendapatkan perlakuan yang baik 

Memperlakukan istri dengan baik, melindungi dan menjaga kehormatan 

dirinya. Menghormati dan memuliakan istri adalah kewajiban seorang 

suami. Perlakuan suami terhadap istri menunjukkan bagaimana kualitas 

seorang suami.
105

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan dalam 

perspektif fikih Islam terhadap hak istri dan anak dalam kasus nikah siri 

apabila terpenuhinya hak-hak istri sebagaimana hak istri yang menikah 

secara resmi. 
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Pakih Sati, Panduang Lengkap Pernikahan(Yogyakarta: Laksana, 2010), h 169. 
103

Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab (Jakarta: Hikam 

Pustaka, 2021), h. 17. 
104

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 294. 
105

Iffah Muzammil, Hukum Pernikahan dalam Islam (Cet. I; Tangerang: Tira Smart, 

2019), h 73. 



58 
 

 
 

b. Perlindungan nikah siri dalam perspektif KHI 

 Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-

nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara moderen. Nilai-

nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius. 

Sesuai ciri khasnya, maka bangsa Indonesia mendirikan negara yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan negara lain, oleh sebab itu hukum di Indonesia 

tentu harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara lain. Hukum 

sebenarnya berakar dan terbentuk dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.  

 Melalui pernikahan yang dijalin antara suami istri dengan harapan kekal 

bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menyebabkan adanya 

keturunan dan melalui keturunan tercipta keluarga yang berkembang menjadi 

masyarakat.
106

  

 Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang pernikahan. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum yang mengatur 

tentang pernikahan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan 

dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 serta masih banyak perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan 

bagi umat muslim.
107

 

 Namun pada kenyataannya ada sebagian kecil masyarakat yang ternyata 

tidak memahami perundang-undangan tersebut. Mereka lebih senang dan bahkan 

menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan Agama dan adat. 
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Maka ketika mereka ingin melaksanakan proses pernikahan, mereka tidak merasa 

perlu berhubungan dengan lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah yang 

berwenang dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama atau yang sering disebut 

dengan KUA. Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA maka tidak dianggap sah 

menurut aturan hukum, meskipun sudah disahkan oleh adat maupun Agama.
108

 

Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bahkan terjadi hampir di 

setiap daerah.  

 Menurut pasal 2 bab II dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
109

 Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  

tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 4 KHI disebutkan, 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
110

 

  Pencatatan pernikahan itu cukup penting terutama untuk pihak wanita. 

Untuk jual beli, hutang piutang saja, Islam menyuruh kita melakukan pencatatan 

apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting 

lagi. Di anjurkannya pencatatan untuk perlindungan hukum semua pihak, terutama 

dari pihak istri dan anak-anak. Sebenarnya dalam Islam, pencatatan nikah itu, 

diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan muamalat seperti juga 
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dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana yang tercantum dalam QS 

Al-Baqarah/2:282. 

نَكُمْ كَاتِب  ﴿ تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُ ُ وهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ بِلْعَدْلِ  يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
الَّذِي عَلَيْهِ الْْقَُّ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ ربََّهُ وَلَا وَلَا يََْبَ كَاتِب  أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ 

ئًا  ﴾...يَ ْ خَسْ مِنْهُ شَي ْ
 

Terjemahnya:  

 Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.
111

 

 

 Pencatatan pernikahan dianjurkan karena mempunyai manfaat yaitu 

mengurangi timbulnya kemudaratan bagi kedua belah pihak dan keturunannya 

kelak. Dengan adanya pencatatan pernikahan akan menguatkan tegaknya syariat 

Islam. Pernikahan yang tidak tercatat maka akan merugikan pihak perempuan dan 

keturunannya dan tidak  dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai 

akibat hukum apapun. Artinya jika suami istri tidak memenuhi kewajibannya, 

maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke Pengadilan, baik mengenai 

nafkah juga anak dan termasuk harta yang diperoleh bersama selama pernikahan 

berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia suami atau istri maka 

tidak dapat hak waris dari suami. Pernikahan siri resiko hukumnya sangat tinggi 

dan merugikan pihak istri dan anak yang telah dilahirkan.
112
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  Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena 

adanya sesuatu sebab, maka Kompilasi Hukum Islam tidak dapat memberi 

perlindungan apapun kepada pelaku nikah siri secara hukum. Selanjutnya, 

Kompikasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk 

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga yang 

bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan pernikahannya. 

Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) 

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah dapat 

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian ayat (3) bahwa isbat 

nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan: 

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b) Hilangnya akta nikah 

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempnyai halangan 

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
113

 

a) Dampak nikah siri  

 Adapun dampak yang di akibatkan dari pernikahan siri yaitu dampak 

negatif sebagai berikut: 

a) Dampak Negatif 
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(a)  Tidak ada kepastian hukum terhadap legalitasnya 

      (b)  Tidak terjaminnya hak-hak keperdataan bagi pelaku nikah siri 

(c)   Merusak data kependudukan. 

(d)  Maraknya poligami liar. 

b) Akibat Hukum Nikah Siri 

 Perkawinan siri dalam perspektif KHI dan UU Perkawinan Indonesia jelas 

dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang melanggar hukum. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa nikah siri menjadikan kesenangan didepan mata, membawa 

petaka dibelakang dan berdampak negatif karna hak hukumnya tidak terpenuhi. 

Oleh karena itu maka akibat hukum yang ditimbulkan dari nikah siri sangat jelas 

dan yang paling dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan nikah siri ini 

adalah istri dan anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun sosial. Adapun 

akibat hukum nikah siri yang ditimbulkan sebagai berikut:
114

 

(a) Istri tidak dianggap sebagai istri sah 

(b) Istri dan anak tidak memiliki hak warisan 

(c) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian 

(d) Istri akan sulit bersosialisasi karna dianggap menjadi istri simpanan 

(e) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

(f) Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi kdrt 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan dalam 

Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki wewenang untuk memberikan 

perlindungan hukum  selama istri ini masih berstatus nikah siri atau dengan kata 
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lain pernikahannya belum tercatat. Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam 

memberi solusi bagi pelaku nikah untuk melakukan isbat nikah atau mengesahkan 

pernikahannya secara administrasi. 

2. Peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak 

dalam nikah siri di Sungguminasa Gowa 

Sebelum penulis membahas peran Pengadilan Agama, terlebih dahulu 

penulis membahas terjadinya nikah siri. Ada beberapa alasan yang melatar 

belakangi pelaku nikah siri sehingga tidak melakukan pencatatan di awal 

pernikahan atau dengan kata lain melakukan nikah siri.  

Dalam wawancara penulis dengan informan bahwasanya beberapa 

pasangan melakukan praktek nikah siri di Kabupaten Gowa karena adanya  faktor 

yang melatar belakangi terjadinya nikah siri, seperti jawaban bapak Muhammad 

Fitrah sebagai hakim di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa: 

“Faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri di Kabupaten Gowa 

yang saya liat adalah kebanyakan nikah silariang atau juga disebut kawin 

lari, ekonomi yang relatif pas-pasan sehingga melakukan nikah siri. Seperti 

yang kita pahami pernikahan adat bugis membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, jauh jangkauannya dari KUA apalagi yang tinggal di pelosok-

pelosok. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurangnya 

kesadaran bahwa buku nikah itu penting karna akan berkelanjutan dalam 

pengurusan dokumen-dokumen lain, misalnya akta kelahiran, paspor, dan 

sebagainya.”
115

  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan beberapa faktor yang 

melatar belakangi terjadinya nikah siri, diantaranya: 

a. Nikah Silariang ( Kawin Lari) 
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Nikah silariang adalah  nikah yang tidak mendapatkan restu dari 

orang tua baik dari pihak laki-laki atau pun pihak perempuan. Beberapa 

pasangan melakukan nikah silariang karena terhalang restu dari orang tua, 

kekurangan uang pannaik (uang belanja) untuk menggelar pesta 

pernikahan dan menolak perjodohan karena sudah memiliki pacar.  

b.    Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek 

nikah siri, karena ekonomi yang relatif pas-pasan sehingga jalan yang 

dipilih oleh mereka yakni nikah secara siri. Yang mana dalam hal ini 

mereka berpandangan jika mengeluarkan biaya yang sedikit 

pernikahannya bisa terlaksana, yang penting pernikahannya sah secara 

agama.  

c. Faktor Lokasi  

Jauhnya jarak tempat tinggal pasangan yang akan menikah  ke 

KAU menjadi alasan mereka menunda mendaftarkan pernikahanya. 

Mereka memilih dinikahkan oleh Tokoh Agama yang ada di daerahnya.  

 

d. Faktor Pendidikan 

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai resiko dari 

pernikahan siri sehingga menganggap buku nikah bukan hal yang penting.  

Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong seseorang untuk melakukan 

nikah siri. Alasan yang digunakan untuk membenarkan nikah siri tersebut 

yang penting pernikahannya sah secara agama. 
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Adapun peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak 

dalam nikah siri di Sungguminasa Gowa penulis dapatkan sebagai berikut: 

a. Pencatatan Nikah 

 Pencatatan pernikahan yang dianjurkan oleh Pengadilan Agama yang 

dimakusd adalah bertujuan untuk tertibnya administrasi, juga bertujuan untuk 

melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti 

benar-benar telah terjadi perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan di 

Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai 

pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Hasil wawancara 

dengan bapak Muhammad Fitrah selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

mengatakan bahwa : 

 “Selama pernikahan itu tidak tercatat atau tidak terdaftar maka pernikahan 

tersebut tidak bisa diperjuangkan hak-haknya hanya tertulis sebagai muatan 

teori. Seorang istri punya hak atas nafkah lahir dan batin, tetapi ketika itu 

tidak dipenuhi oleh suami maka tidak memiliki kewenangan untuk 

menuntut. Jadi, sekarang itu agak sulit ketika kita mau mendikotomi antara 

hukum Islam klasik dengan hukum negara dalam hal ini, KHI misal. Sulit 

sekali karna seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menjamin hak-

haknya seseorang harus terdaftar secara sah dalam hukum yang ditetapkan 

kemudian bisa diperjuangkan”
116

 

 

Kemudian beliau juga mengatakan:  

“Nikah siri dalam perspektif agama boleh-boleh saja, yang paling penting 

dalam pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi 

dalam perkembangan zaman ini ternyata hidup bernegara, hidup 

bermasyarakat, hidup secara hitorogen maka pencatatan terhadap 

pernikahan itu sangat penting karena berkaitan dengan hak sipil masyarakat. 

Sehingga saya menganggap bahwa pencatatan terhadap pernikahan hampir-

hampir menjadi wajib meskipun undang-undang sebenarnya tidak 
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mewajibkan. Dalam undang-undang dikatakan bahwa pernikahan dianggap 

sah apabila tercatat sah secara negara.”
117

 

 

 Menurut bapak Fitrah pencatatan terhadap pernikahan hampir menjadi 

wajib. Dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah 

menurut hukum agama, namun pernikahan siri dapat mengakibatkan dosa bagi 

pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan ulil amri. Al-Qur’an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri 

selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam hal ini 

pencatatan sangat sejalan dengan Al-Qur’an. Dalam QS An-Nisa/4:59. 

ا اَطِ ﴿ عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلَِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ يََايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓ َ وَاَطِي ْ عُوا اللَّٰ   ﴾ي ْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul   

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
118

 

 

  Menurut Hamka Haq pencatatan nikah sangat diperlukan. Pernikahan 

sebagai hukum yang melibatkan minimal dua pihak, yang masing-masing 

menghendaki adanya perlindungan hak-haknya, nikah membutuhkan keterlibatan 

negara. Salah satu yang tidak boleh dihindari ialah ketentuan menyangkut 

pencatatan nikah. Pencatatan nikah nilainya sangat esensial, karena bertujuan 

untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti dokumen yang kuat, 

sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan segala urusan yang 
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berkaitan dikemudian hari.  Karena itu nikah siri perlu dicatatkan, sehingga tidak 

ada korban istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.  

  Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. 

Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. 

Berdasarkan realitas, bahwa suatu pernikahan tidak selalu langgeng, tidak sedikit 

perceraian atau ditinggal mati yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. 

Apabila pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di 

samping itu pula ada akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian atau 

ditinggal mati  maka akan mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu pernikahan 

tidak tercatat atau disebut pernikahan siri dan tidak ada akta nikah, maka 

Pengadilan tidak mau mengurusnya. Karena pernikahan tersebut dianggap tidak 

sah secara hukum negara yang berlaku.  

 Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk ketertiban pernikahan dalam 

masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan, 

untuk melindungi martabak dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi 

perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang 

dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat 

salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau 

salah satu di anatara mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat 

melakukan upaya hukum guna memperoleh atau mempertahankan hak masing-

masing. Karena adanya akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas 

perbuatan hukum yang telah dilakukan. Sahnya pernikahan bagi orang Islam di 
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Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan 

“pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu.  

  Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya 

selama pernikahan tidak tercatat atau dalam hal kasus nikah siri, Pengadilan 

Agama tidak memiliki wewenang atau kekuasaan hukum untuk melindungi hak-

hak anak dan istri.  

b. Isbat Nikah  

  Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke 

Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan 

hukum. Dapat dipahami bahwa pernikahan yang sah secara agama tapi tidak 

dicatat maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Supaya mendapatkan 

perlindungan hukum kembali. Maka pasangan harus mengajukan pengesahan 

pernikahan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama. Menurut keterangan yang 

diberikan oleh bapak Muhammad Fitrah bahwa: 

 “Yang dimaksud dengan isbat nikah adalah pengesahan nikah. Nikah siri 

yang dilakukan oleh suami istri kemudian diverifikasi oleh hakim yang 

memeriksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun 

pernikahan maka namanya adalah pengesahan nikah. Jika sesuai dengan 

syarat dan rukun kita sahkan pernikahannya.”
119

 

 

  Berdasarkan hasil kunjungan peneliti di Pengadialn Agama Sungguminasa 

Gowa pada hari jum’at tanggal 21 oktober 2022 maka diperoleh data pasangan 

yang melakukan praktek nikah siri berdasarkan pengajuan isbat nikah sebagai 

berikut :  

Tabel daftar jumlah peserta isbat nikah tahun 2022 
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No Bulan Jumlah peserta yang melalukan isbat nikah 

 1 Januari 2 Pasangan 

2 Februari 4 Pasangan 

3 Maret           - 

 4 April 4 Pasangan 

5 Mei 3 Pasangan 

6 Juni 4 Pasangan 

7 Juli 4 Pasangan 

8 Agustus 3 Pasangan 

9 September 1 Pasangan 

10 Oktober 2 Pasangan 

          Total 27 Pasangan 

Sumber: Peserta isbat nikah tahun 2022 di PA Sungguminasa Gowa 

 

  Dari data diatas maka diperoleh jumlah pasangan yang melakukan isbat 

nikah dari bulan januari sampai bulan oktober sebanyak 27 pasang. Satu pasang 

diantaranya melakukan isbat nikah karna tidak mencatatkan pernikahannya 

dengan alasan kawin lari. Mereka memilih kawin lari karena tidak adanya restu 

orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan, menolak perjodohan dengan 

dalih sudah memiliki kekasih dan kurangnya uang pannaik untuk menggelar pesta 

pernikahan. 

  Praktek nikah siri ini dapat terdeteksi oleh Pengadilan Agama setelah 

adanya pasangan atau salah satu pihak istri  maupun suami mengajukan isbat 

nikah.  
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Adapun peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan hak istri dan anak 

dalam kasus nikah siri adalah memberi peluang untuk melakukan isbat nikah. 

Isbat nikah merupakan penetapan pernikahan suami istri yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam agama Islam dengan terpenuhinya 

rukun dan syarat nikah. Isbat nikah ini merupakan solusi yang diberikan kepada 

Istri ataupun anak yang ingin meperjuangkan hak-haknya. Dengan melakukan 

isbat nikah maka istri dan anak dapat memperoleh payung hukum.  

Adapun prosedur isbat nikah yang telah dijelaskan dalam buku Pedoman 

Pelaksaan  Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dari hasil wawancara, 

informan memberikan  penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan praktik isbat 

nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, bapak Muhammad Thayyib HP  

sebagai hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan praktik isbat nikah:
120

 

  Mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa 

bagi suami atau istrinya telah meninggal, atau karna sebab lain. Perkara isbat 

nikah lebih cepat dari perkara gugatan. Syarat Perkara isbat nikah yaitu: 

a) Surat keterangan tidak tercatat dari KUA setempat 

b) Surat keterangan tentang adanya pernikahan dari kepala Desa setempat 

c) Foto copy KTP para pemohon suami istri yang masih berlaku 

d) Foto copy kartu keluarga 

  Untuk pelaksanaan praktik isbat nikah prosedur pelayanan sama dengan 

perkara yang lain, dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

                                                           
120

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP  hakim Pengadilan Agama 

sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2022 
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 a) Pendaftaran 

 b) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan 

 Jika hari sudah sidang ada panitera menunjuk  juru sita  dan juru sita       

membawa surat panggilan kepada pemohon untuk penentuan jadwal sidang  

b) Menghadiri persidangan 

Di dalam persidangan hakim mempelajari surat alasan pemohon dan 

memeriksa apakah semua memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan 

ditanya apa sebab pernikahannya tidak tercatat. Hakim juga 

menginstrukikan memanggil para saksi untuk disumpah dan menyatakan 

kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak 

c) Putusan  

Perkara isbat nikah hanya satu kali sidang jika sudah terpenuhi bisa 

langsung diputus. Apabila semua rukun dan syarat tidak terpenuhi maka 

Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonannya. 

c. Pengembalian Hak  

Setelah melakukan isbat Nikah maka istri ataupun anak sudah dapat 

mengajukan permohonan di pengadilan untuk menuntut hak-haknya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muhammad Fitrah 

“Selama pernikahan itu tidak terdaftar di Pengadilan Agama maka 

Pengadilan Agama tidak memiliki kewewenangan dalam melindungi. Dan 

dibukalah peluang isbat nikah, disahkan dulu nikahnya baru boleh menuntut 

hak-haknya.”
121

 

 

                                                           
121

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama 

sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2022 
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Beliau juga menambahkan bahwasanya jika pernikahannya sudah resmi 

tercatat sebagai suami istri dalam hukum negara maka hak-haknya bisa 

diperjuangkan
122

 

   Mengenai hak istri dan anak dalam kasus nikah siri seperti yang 

disampaikan oleh bapak Muhammad Fitrah bahwa tidak ada perbedaan  hak dan 

kewajiban suami istri dalam pernikahan siri dengan pernikahan yang sesuai 

hukum  diterapkan di Indonesia.
123

  

  Berdasarkan jawaban dari informan diatas bahwasanya mengenai hak-hak 

istri dan anak dalam kasus nikah siri itu tidak ada bedanya dengan yang 

melakukan pernikahan sesuai hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun yang 

menjadi masalah adalah istri dalam kasus nikah siri tidak dapat memperjuangkan 

hak-haknya bila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak dinginkan. Adapun 

hak-hak istri dan anak ialah: 

a). Hak mendapatkan nafkah  

b). Hak mendapatkan perlakuan baik 

c). Hak mendapat perlindungan 

d). Mendapatkan warisan  

e). Mendapatkan harta bersama yang diperoleh dari hasil pernikahan 

ketika bercerai. 

  Adapun kesimpulan dari penjelasan diatas bahwasanya status pernikahan 

istri dan anak dalam nikah siri setelah melakukan isbat nikah adalah sah dimata 

                                                           
122

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama 

sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2022 
123

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama 

sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2022 
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hukum. Oleh karna itu Pengadilan Agama sudah memiliki wewenang untuk 

melindungi  hak-haknya  seperti dalam tuntutan nafkah, warisan dan lain-lain 

sebagaimana hak-hak istri secara resmi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Bentuk perlindungan hak istri dan anak dalam nikah siri perspektif fikih Islam 

adalah tetap mendapatkan haknya sebagaimana yang didapatkan oleh istri  

yang menikah secara resmi. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak 

memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan hukum selama istri ini 

masih berstatus nikah siri atau dengan kata lain pernikahannya belum tercatat. 

Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam memberi solusi bagi pelaku nikah 

untuk melakukan isbat nikah atau mengesahkan pernikahannya secara 

administrasi. 

2) Peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak dalam nikah 

siri di Sungguminasa Gowa: 1) Pencatatan Pernikahan: pencatatan 

pernikahan sangat penting karena apabila pernikahan itu tidak tercatat atau 

dalam hal kasus nikah siri, Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang atau 

tidak memiliki kekuasaan hukum untuk melindungi hak-hak anak dan istri. 2) 

Isbat Nikah: Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa memberikan peluang 

isbat nikah bagi pasangan yang ingin mengesahkan pernikahannya. Isbat 

nikah ini merupakan solusi yang diberikan kepada istri dan anak yang ingin 

mendapatkan perlindungan hukum. Artinya Pengadilan Agama dapat 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan istri dalam kasus nikah 
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siri setelah ia melakukan isbat nikah. 3)  Pengembalian hak: setelah 

melakukan Isbat Nikah maka istri ataupun anak sudah dapat mengajukan 

permohonan di pengadilan untuk menuntut hak-haknya. Pengajuannya sudah 

dapat diproses oleh Pengadilan Agama karena telah memiliki akta nikah 

sebagai bukti bahwa dia adalah benar anak ataupun istri sah dimata hukum. 

B. Saran 

Adapun saran penulis sebagai berikut: 

1. Kepada seluruh masyarakat terutama kepada orang tua dan keluarga agar     

menghindari adanya pernikahan siri karena dilarang dalam Undang-undang. 

2. Kepada pemerintah melalui komponen-komponennya baik itu Pengadilan 

Agama, KUA, tokoh masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap 

masyarakat yang melakukan pernikahan siri dan melakukan sosialisasi  

kepada masyarakat agar masyarakat yang belum memahami arti pentingnya  

pencatatan pernikahan agar supaya tertib administrasinya dalam nikah, dalam 

artian sebaiknya tidak lagi melakukan nikah siri agar tertib pencatatan dan 

mengurangi nikah liar.  

3. Meskipun nikah siri dapat dilegalkan dengan isbat nikah bukan berarti nikah 

siri dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya Pengadilan Agama 

harus ikut serta dalam memutus mata rantai praktek nikah siri.  

4. Kepada umat Islam untuk lebih memahami dampak buruk yang dihasilkan 

dari pernikahan siri yang akan merugikan diri sendiri dikemudian hari.  
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Lampiran  

Pedoman Wawancara 

1. Data Narasumber 

Nama : 

Umur : 

Profesi : 

Jabatan : 

2. Sudah berapa lama bapak menjadi hakim di Pengadilan Agama?   

3. Bagaimana pendapat bapak tentang nikah siri? 

4. Apakah pernikahan siri itu sah? 

- Jika pernikahan itu sah, apakah ada hak-hak yang diberikan? 

5. Apa dampak pernikahan siri terhadap istri dan anak? 

6. Apakah fikih Islam dan KHI memberikan perlindungan terhadap orang 

yang melakukan pernikahan siri? 

- Jika fikih Islam dan KHI memberikan perlindungan terhadap orang yang  

melakukan pernikahan siri, apa saja bentuk perlindungan yang diberikan? 

7. Apakah fikih Islam dan KHI hanya memberikan perlindungan pasca 

perceraian terhadap istri dan anak yang melakukan nikah siri? 

- - Jika fikih Islam dan KHI memberikan perlindungan, apa saja bentuk 

perlindungan pasca perceraian yang diberikan yang diberikan kepada istri 

dan anak yang melakukan nikah siri? 
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8. Apa faktor yang melatar belakangi sehingga orang tersebut melakukan 

pernikahan siri? 

9. Apakah latar belakang keluarga dan pendidikan mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan nikah siri? 

10. Bagaimana peran Pengadilan Agama terhadap perlindungan istri dan anak 

dalam pernikahan siri di Sungguminasa Gowa? 

11. Bagaimana prosedur isbat nikah? 
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Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1B 

Jl. Masjid Raya / Kel. Sungguminasa / Kec. Somba Opu / Kab.Gowa 



94 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 

Gowa (Tanggal 21 Oktober 2022)   


